KETIGA § Dalam hal pelaksanaan pendidikan temyata timbul kmg:m madap

pihak lain atau peserta didik yang mengakil
maka scgala resiko yang timbul scpenuhnya menjadi tanggung jawab

pihak izin dan k ini dapat dibatalkan dan atau batal
demi hukum.
KEEMPAT . Scgala penyimpangan dun ulay kelalaian atas ketentuan dalam keputusan |

ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun
tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sckolah ke pihak lain
dengan dalih apapun sebefum adanya  persetujuan dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
TAl 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
kAI]UPATLN DGOR

Tembusan
¥1h Kepala Dinas Pendidikan Provins: Jawa Barat;

Yth Bupati Bogor melelu: Sekretaris Daerah Kabupaien Bogor,
¥1h Ketua Dewan Perwakilan Rakyut Dacrah kabupaien Bogar;
Yth Camat Tamansan;

Yth Kepala UPT Kurikulum Keeamatan Tamansari;

¥ih Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansan




PEMERINTAH mam,\'ru BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

I8 Nyaman No. | Desa Tengah Kee. Civinong Telp, 021 8753191

Keputusan

INAS PENDIDIKAN KABUPATEN BDGDR
Nomer 14211 -Disdik2010
TENTANG

1ZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AL-HIDAYAH
KPLALADON RT 04 RW 03 DESA SUKARESMI

4 meminghatkan dan pemeratann pendidikan kepada

e

udkin pelrsanaan pendiditan usia dini, perlu
slengganan Pendidikan  Anak Usia
Din PAVD AlHidayah vang  berlokasi  di Kp.Laladon

< Sukare

Operasional

R4 Rw.03 Kecamatan  Tamansari
Kabupiter Bogar

Bahwi berdas:

arkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

\j lﬂ'w"““m perlu menetapkan Kepumsan Kepaia Dinas Pendidikan tentang  [zin
Pendirian Pendicikan Anak Usis Dinj / PAUD Al-Hidayal yang
berlokasi di Kp.Laladon Desa seiumban Sukaresmi Re04 Rw.03
Keeamaian Tamunsari Kabupaten Bugor,

Mengingat i 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tetitang Pemeriniah Daerah
Kabupaten datam Lingku ungan Jawa Barst ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 8y,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ( Lembaran Negara Tchun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonssia Nomor 190)
3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 lentang System pendidikan Nasional
! Pasal 28;



Memperhatikan

MEMUTUSKAN
Meaetapkano
KESATU

KEDUA

“»

-

L

N

Peraturan Pemenntsh No.7l whun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah (PLS), Peraturen Pemerinah No.27 thun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sckolah;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26
April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sckolah;

Persturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tehun 2008, susunan dan
Kedudukan Organisasi Perangkat Dacrah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );

Peraturan Dacrah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang
Pembeniukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Bogor (Lembaran Dacrah Tahun 2008 Nomor 11);

Kepuiusan  Bupati  Bogor tentang  Pendelegasian  Kewenangan
P Dokumen dmi i Pelayanan  Umum
Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005
tanggal 30 Mei 2008;

Swrat  permohonan  izin  Operasional  dari  Penyelenggara
Pendidikan PAUD  Al-Hidayah wanggal 31 Maret 2010 Nomor 04/ :
420.1/PAUD-AL/032010, Perihal Pengajuan lzin Pendirian Oprasional
PAUD Al-Hidayah,

Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum
Dinas idikan K Ti il 1 April 2010.

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada =
Nama PAUD  : AbHidayah

Alamst : Kp.Lafadon
Desa/Kel : Sukaresmi Rt.04 Rw.03
Kecamatan  : Tamansari

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku
sepanjang memenuhi semua keienfuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulsng ( Her Registrasi )
setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .




